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PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 527/MENKES/PER/Vll/1993 
TENTANG 

PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAi\1 
PENYELENGGAR<\AN PROGRAM JPK.'1\1 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Me1igingat 

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal perlu 
ditingkatkan penyelenggaraan program 
JPKM; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian bagi 
masyarakat yang menjadi peserta pada pro
gram .TPKM perlu diatur secara terpadu 
jenis pelayanan yang dapat diperoleh dalam 
penyelenggaraan .TPK!vl; 

c. bahwa _sehubungan dengan hal tersebut di 
atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan tcntang Paket Pemeliharaan 
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 
.TPKM. 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ten
tang Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 
tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 
Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, 
Perintis Kemerdekaan beserta keluarga; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKET 
PEMELIHARAAN KESEHATAN DALAM 
PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

a. Jaminan Pcmeliharaan Kesehatan Masyarakat selanjutnya dis
ebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan 
kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan 
kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang 
terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. 

b. Progran1 JPKM adalali upaya pemeliharaan kesehatan untuk 
peserta suatu Badan Penyclenggara yang pembiayaannya 
dilakukan secara praupaya dan dikelola berdasarkan jaminan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

c. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk 
kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan mcningkatkan 
derajat kesehatan. 

d. Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan pro
gram JPKM. 

e. Pemberi Pelayanan Keseha tan adalah sarana pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta 
dalam penyelenggaraan program JPKM. 
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f. Peserta adalah setiap orang yang ikut dalam program JPKM. 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jendcral atau pejabat yang 
ditunjuk di Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab di 
bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program 
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan untuk 
melindungi dan meningkatkan derajal kesehatan. 

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam rangka program 
JPKM wa.iib dilaksanakan melalui paket pemeliharaan kesehatan. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 3 

Penyelenggaraan pakct pemeliharaan kesehatan bertujuan : 

a. Memberikan kepastian kepada peserta dalam memperoleh per
lindungan kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna 
sesuai kcbutuhan dan berkesinambungan; 

b. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehalan yang bermutu; 

c. Meningkatkan daya guna dan basil guna penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan; 

d. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan keterlibatan peserta 
dalam upaya peningkatan derajat kesehatan mereka; 

e. Memberikan kepastian terhadap kelancaran peserta dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan; 

L ___ _____ --
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f. Sebagai pedoman bagi Badan Penyelenggara dalam melak
sanakan pemerataan pelayanan kesehatan. 

BAB III 
JENIS DAN ISi PELAYANAi~ KESEHATAN 

Pasal 4 

(1) Pemeliharaan kesehatan bagi peserta diselenggarakan melalui 
pelayanan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pcnyembuhan penyakit dan pemcliharaan kcsehatan yang dilak
sanakan secara paripurna, berkesinambungan dan bcrmutu. 

(2) Isi paket pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan pro
gram JPK.\1 harus disusun dan distruktur scsuai kebutuhan peser
ta dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1). 

Pasal 5 

Paket pemeliharaan kesehatan terdiri dari 
1. Paket pemeliharaan kcsehatan dasar; 
2. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan; 

Pasal 6 

(1) Paket pemeliharaan kesehatan dasar wajib diselenggarakan 
Badan Penyelenggara. 

(2) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan hanya dapat· clis
elenggarakan Badan Penyelenggara bagi peserta yang telah ikut 
Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar. 

Pasal 7 

Penyusunan isi paket pemeliharaan kesehatan <lasar harus memper
timbangkan : 
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a. pola penyakit dan kebutuhan pcmeliharaan kesehatan bail< secara 
nasional maupun wiJayah; 

b. pola pemanfaatan pelayanan; 

c. pola biaya rata-rata pemeliharaan kesehatan; 

d. pola jenis dan jumlah sarana dan tenaga kesehatan, kemampuan 
serta pcnyebarannya. 

Pasal 8 

Pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar 
meliputi pclayanan 
a. Rawat jalan; 
b. Rawat inap; 
c. Penunjang; 
d. Gawat darurat. 

Pasal 9 

Pclayanan rawat jalan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar 
meliputi : 
a. Pelayanan kesehatan pencegahan; 
b. Penyuluhan kesehatan; 
c. Pemeriksaan kcsehatan, pengobatan dan tindakan mcdis; 
d. Pelayanan pcmulihan kesehatan. 

Pasal 10 

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan medis. 

Pasal 11 

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus 
meliputi : 
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a. Pcmberian imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Pembcrian peiaayanan Keluarga Berencana sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 12 

(1) Pelayanan pertolongan persalinan dalam rangka paket 
pemeliharaan kesehatan dasar hanya diberikan sampai dengan 
anak kcdua. 

(2) Pertolongan persalinan bagi anak ketiga dan selanjutnya masuk 
dalam paket pemeliharaan kesehatan tambahan. 

Pasal 13 

(1) Pelayanan rawat inap dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan sesuai 
dcngan kcbutuhan medis. 

(2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi 5 (lima) hari rawat. 

Pasal 14 

(1) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 berupa tindakan pemeriksaan guna menunjang pemerik
saan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis. 

(2) Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat berupa : 
a. Pelayanan radio diagnostik dan atau ultrasonografi; 
b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik. 
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Pasal 15 

Pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan paket 
pemeliharaan kesebatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 harus dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan
ketentuan dalam sistem rujukan serta dilarang menghentikan 
pelayanan dan perawat.an tersebut karena adanya alasan ad
ministratif. 

Pasal 16 

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dapat dilakukan· oleh sctiap pemberi pelayanan kesehatan. 

Pasal 17 

(1) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan dilaksanakan sesuai 
kesepakatan peserta dengan Badan Pcuyelenggara. 

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) harus 
dilakukan secara tertulis dan merupakan kelanjutan <lari 
pelayanan kesehatan yang telah diberikan dalam paket 
pemeliharaan keschatan dasar. 

Pasal 18 

Jenis dan isi pelayanan dalam paket pemeliharaan kesehatan 
tambahan dapat diselenggarakan Badan Penyclenggara sesuai 
kesepakatan de.ngan peserta. 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN PAKET PEMELIHARAA.N 

KESEHATAN 

Pasal 19 

(1) Penyclenggaraan paket pemelibaraa.n kesehatan harus dilak
sanakan oleh Badan Penyelcnggara yang berbentuk badan 
hukum. 
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(2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus telah memiliki izin operasional sebagai penyelenggara pro
gram JPKM. 

Pasal 20 

Badan Penydenggara hams memberikan infonnasi yang jelas 
mengenai isi paket pemeliharaan kesehalan sebelum kepesertaan 
dimulai. 

Pasal 21 

(1) Badan Penyelenggara dalam menyelcnggarakau paket 
pemeiiharaan kesehatan dasar dapat mengadakan perubahan 
yang menyangkut jcnis maupun frekuensi pemanfaatan pelayanan 
kesehatan dengan tetap mempertiml>angkan kepentingan peser
ta. 

(2) Pcrnbahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan sebelum kepesertaan <limulai atau pada saat setelah 
ditandatanganinya kontrak kepesertaan dengan persetujuan 
pcscrta. 

(3) Perubahanjenis dan frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan 
dalarn paket pemeliharaan kesehatan dasar harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. 

Pasal 22 

(1) Badan Penyelenggara dapat melakukan penyesuaian biaya 
penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar. 

(2) Penyesuaian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi: 
a. Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan 

kesehatan peserta; 
b. Pembayaran pada Pembcri Pelayanan Kesehatan. 
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(3) Pcruhahan biaya penyelenggaraan paket pemcliharaan kesehatan 
dasar harus tcrlebih dabu!u mendapatkan pcrsetujuan Direklur 
.Jenderal. 

Pasal 23 

(l) Penetapa11 besarnya beban biaya u11tuk peme!iharaan kcsehatan 
peserta dalam penyelenggaraan program JPKM harus didasarkan 
pada biaya rata-rnta pemeliharaan kesehatan bagi semua peserta 
suatu Badan Pcnyeknggara. 

(2) Bcsarnya bcban biaya untuk pemeliharaan keschatan pcserla 
~ebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harns mendapatkan pcr
sctujuau dari Direklur Jenderal. 

Pasal 24 

(1) Pembay~ran dari Badan Penyde uggara kepada Pemberi 
Pelayanan Keschatan dalam rangb. pemberian pelayanan 
kr:seholan scsuai d~ngan paket pemeliharaan kesehatau 
dilakukan berdasarkan sistem kapitasi. 

(2) Penyesuaian besarnya pembayaran kapitasi scbagaimana dimak
sud dalam ayat (1) harus <lilakukan berdas:ukan karaktcristik 
pcserta. 

(3) Badan Pcnyelenggara hanya dapat mengadakan penyesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selelah mendapat per
setujuan Direktur Jcn.deral. 

Pasal 25 

(1) Badan Penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lam
b:ilrnn di luar ketetapan mengena.i beban biaya pl:!meliharaan 
ke.sehatan peserla untuk pelaksana:m semua pelayanan kesehatan 
yang termasuk dalam pakct pemcliharaan kesehatan dasar. 
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(2) Badan Penyelenggara hanya dapal melaksanakan perjanjian den· 
gan peserla mengenai pembayaran tambahan bagi jenis dan 
freku~nsi pemanfaatau pdayanan kesehatan yang tidak termasuk 
dalam paket pemeliharaan kesehatan d;:sar. 

(3) Pembayaran tambaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
hanya dapat dilakukan setelah mendapal persetujuan Direktur 
Jenderal. 

Pasal 26 

(1) Badan Penyelenggara dalam meiakukan pc:rjanjian dengan Pem· 
beri Pelayanan Ke~charan harus secara bersama men_jamin 
kelangsungan pemeliharnan kcsehatan bagi peserta. 

(2) Mcnjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatau sebagaimana 
dimaksud <la!am ayat (1) dibksauakan dcngan mcnyedia.l.::an dana 
cadangan bcrsama. 

(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihimpun 
dengan menahan pembiayaan Badan Penyelcnggara kepadaPem
beri Pe.!ayanan Kcst: halan yang bcsarnya hanya diperkenankan 
antara 15 sampai 45 persen dari seluruh pembayaran yang harus 
dilakukan. 

( 4) Pemanfaatan dana cadaagan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dilakukan berdasarkan kl:sepakatan antara Badau 
Penyelenggara dengau Pemberi Pelayanan Kesehatan dan 
dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian tertulis. 

(5) Kctetapan tcntang dana cadangan scbagaim<ina dimaksud dalam 
ayat (3) dan ayal ( 4) hanya dapal dilakukan setelah mendllpat 
persernjuan Direktur Jcnderal. 

Pasal 27 
(1) Pemberi Pelayanan Kcsehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan harus sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan 
baik meugenaijenis maupun prosedur yang telah ditetapkan dan 
disepakati dengan mempertimbangkan kebutuhan medis peserta. 

--- -· - -- - -- - - - -· -·-=-~-·~ ... ~~---~~-------
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(2) Pemberi Pclayanao Kesehatan dalam mcmberikan pelayanan 
kesehatan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilak
sanakan &esuai dengan standar pelayanan medis. 

Pasal 28 

(1) Bad an Penyelenggara harus menyelenggarakan koordinasi 
pernanfaatan pcmeliharaan kesehatan yang digunakan olch pescr
ta yang rncnjadi anggota Icbih dari 1. (satu) Badan Penyelcnggara 
program .IPKM. 

(2) Koordinasi pem::mfaat:m scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan paket pemeiiharaan 
kcseh<•.tan dasar. 

HAE V 
.PEl\IB!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 29 

Direkrur .knderal melakukan pembi.naan dan pengawasan terhadap 
lfadan Penyclcnggara scrta penyelenggaraan pakct pemeli.haraan 
kesehatan dasar dan pakct pemeliharaan kesehatan tambahan. 

Pasal 30 

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara 
dilakukan a!~ar : 
a. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dapat berdayaguna 

dan berhasilguna; 

b. Dapat meniugkatkan de.rajat kesehatan peserl.a; 

c. Mampu mem<;nuhi kewajiban kelancaran pemeliharaan 
kesehatan kepada peserta; 

d. !\kndorong Pemberi Pclayanan Kesehalan untuk mcningkatkan 
muru pelayana11 kesehatan yang diberi.kan. 
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Pas:i.l 31 

Pembinaan dan pengawasan tcrhadap Badan Pcuydcnggara men
cakup aspck administrasi clan operasional penyelenggaraan 
pemelih;iraan kesehatan. 

Pasal 32 

Pembinaan clan pengawasan opcrasional p~meliharaan kesehatan 
scbag<Jimana dimaksud dalam Pasai 30 mencakup : 

a. Ke:lancaran dan kcwajaran pelaksanaan pemeliharaan kesehatan 
kepada peserta; 

b. Pemantauan arntu pelayanan keschatan; 

c. Kepuasan peserta dan pemberi pelayanan kesehatan; 

d. Kemampuan Badan Penyelenggara menyclenggarakan 
pemeliharaan kesehatan sccara ber<layaguna dan berhasilguna 
serta dapat memeraulli kcwajiban jangka pendek maupun jangka 
panJangnya. 

Pasal 33 

Dircktur Jenderal dapat mengambil 1iudakan administratif berupa 
teguran lisan, pi;:.mbatasan kegiatan usaha, sampai pencabutau izin 
operasional Badan Penyelenggara yang tidak mcnyelenggarakan 
paket pemeliharaan kesd1atan dasar dan pakel pemeliharaan 
kesehatan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB \'I 
PIDANA 

Pasai 34 

Pelanggaran terhadap ketenluan <lalam peraturan ini dapat 
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pi<lana dalam Unda11g
uudang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan. 
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PERALJHAN 

Pasal 35 

V-13 

(1) Badan Penydenggara yang telah meuyelenggarakan paket 
pemdiharaan kesehatan haik yang dasar maupun lambahan harus 
discsuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dcngan paket 
pemdil1araan kesehatan berdasarkan ketentuan ir.i. 

(2) Pakct pemcliharaan kesehatan dasar sebagaimana di:naksud 
dalam ayat (1) yang i~inya telah md.ebihi kercntuan dalam 
peraturan ini dapat ce.rus dilaksanakan. 

HAR \'lll 
PENUTUP 

Pasal 36 

; :!raturan Mcntcri ini ruulai berlaku sejak tanggal <litetapkan. 
Agar setiap orang menge.tahuinya, memerintahkan penempatan 
Peraturan Menteri Kesehalan ini dalam Berita N~gara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Juli 1993 

MENTF.RI KESEHATAN RI, 

ttd. 
Prof. Dr. SUJUDI 
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F'ERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 527/MENK~S/PER/VIi/1993 

TENT ANG 
PAKET P.EME1r-IHARAAN KESEHATAN DALAM 

PENYELE~GG~RAAN . P~OGRAh JPKM 

MENTE~! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang . : a. 
: bahwa dal~m r~ngka mewujudkan deraJat 

. he=·-~hatan mas.yarakat yang optimal perlu 
ditinqkatkan penyelenggaraan program JPKM ; 

. . 
Mengingat 

Menetapkan 

' 

r . 

b • . bahwa untuk memberikan 
masya~akat yang menjadi 
progra~ JPKM perlu diatur 

I 

jenis belayanan yang dapat 
penyelenggaraan JPKM ' ; 

! 

kepastian bagi 
peserta pad a 

secara terpadu 
diperoleh dalam 

c. i bah~.,ia sehL1bungan dengan hal tersebut diatas 
perlu ditetapkan Peratur~n Msnteri Ke~ehat
an tenfang Paket Pemeliharaan Kesehatan 
dalam Penyele~~garaan Program JPKM. 

1. Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 

tentang Pem~liharaan Kesehatan Pegawai 
Negeri Sipil, Penerima Pensiun~ Veteran, 
Perintis Kemerdakaan beserta keluarga. 

3. PeratLu-an 
ten tang 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN NENTERI KESEHATAN 
F'EMELIHARAAl--1 KESEHATAN DALAM 
F-'ROGFiAM JPn1 

TENT ANG PA KET 
PENYELENGGARAAN 
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BAB I 
KETENTUAN Ut1UM 

F'i\s~l 1 
D~l~m peraturan M~nterf ini 

0

y~ng dimaksud dengan : --
a·. J<,minan Pem.eliharaan ~~esehatah Masyarakat , selanjutnya 

d:isebut JP~~M adalah sl1atu cara penyelenggaraan 
p~~el~haraan keseh~tan yang paripurna berdasarkan asas 
usaha bersama dan ~ekeluargaan~ yang berkesinambungan 
d~n dentjan mutu y~ng l terjamin , ~erta pembiayaan yang 

I ' I 
d ~ l~ksanakan ~ecara , praupaya. 

b. Program JPKM adala~ upaya pemeliharaan kesehatan untuk 
pesert~ . •suatu Bad~n ~enyelenggara yang pembiayaannya 
di 1 aku

1

1
kan seca ~a praiJpaya dcln dike Iola berdcisarkan 

' I 
)amina.h pemel iharc.\an kesehatarj masyar~kat. 

c. 

I 

Paket ;Pemelihat-aan Kesehatan , adai~h ~~ umpulan pelayanan 
I , r I . I , 

kesehatan yang diselenggarakarl oleh Badan Penyelenggara 
untuk kepentingan peserta dalam rangka melind~ngi dan 
menlngkatkan derajat kesehatan. 

d. Bada~ Pen~ei~ng~ci' 

progn:1m JPKt-1. 
~dalah badan yang menyelenggarakan · 

e. Pemberi Pelayanan Keseh~tan· adalah sarana pelayanan 
kesehatan yang me~berikan pelayanan kesehatan 
pesert2 dalam penye~enggaraan program JPKM. , 

pad a 

f. Peserta adalah setiap orang yang ikut dalam prog r am 

JPKM. 

rj. Di1~ ek tu~- Jerldera 1 ad al ah Direk tur Jenderal a tau pej a bat 
yang cl.i tunJu1~ oi DepartemETn Kesehatan yang bertangung 

I I 

j a"'1ab di bi dang pen•binaan dan penga\.'1asan penyel enggat-aan 
p~ogra~ jaminan pemeliharaan kesehatan masyarak~t . 

'· I 

Pasal 2 
(1) Penyeleng~~raan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan 

untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan. 

(2) Penyelenggaraan pemelih~raan kesehatan dalam 
program JPKM wajib dilaksanakan melalui 
pemeliharaan kesehatan. 

rangka 
paket 
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BAB II 
T U J U A N 

Pas,:il 3 
Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan bertujuan : 
a. Memberi~an 1 kepastian kepa~a peserta dalam memperoleh 

periindungan ke~ehatan melalui pelayanan kesehatan 
paripurna sesµai kebutuhan ~an berkesinambungan ; 

b. Menj arnin 

ber·mutu ; 
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil 
pelayanan kesehatan ; 

guna penyelenggaraan 

d. Menintjkatkan kesadaran, kemauan dan keterlibatan peserta 
dalam upaya peningkatan derajat kesehatan mereka; 

e. Memberikan kepast ian terhadap kelancaran peserta dalam 
memperoleh p~layanan kesehatan yang diperlukan; 

f. Sebagai , pedoman bagi Badan Pen ye I enggat-a dalam 
melaksanakan pemerataan pelayanan· kesehatan. 

I 

BAB III 
JENIS DAN ISI PELAYANAN KESEHATAN . 

Pasal -4 

(1) Pemeliharaan kesehatan bagi peserta diselenggarakan 
melalui pelayanan pencegahan p~nyakit, peningkatan 
ke!::.eha tan, penyembu.ha r1 penyaki t dan pemel ihat-aan 

I 

kesehatan yang dilaksanakan secara paripLn-na~ 

berkesina~bungan ~ dan bermutu. 

(2) Isi paket pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan 
program JPKM harus disusun dan distruktur sesuai 
kebutuhan pessrta dan mengikuti ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) .. 

Pasal 5 
?aket pemeliharaan kesehatan terdiri dari 
1. Paket pemeliharaan kesehatan dasar 
ry, 
.L. • F'aket pemeliharaan kesehatan tambal1an 
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Pas al 6 
(1) Paket pemeliharaan kesehatan dasar wajib di~elenggara-

, I 

kan Badan Penyelenggara •. 

(~) ~aket pemeliharaan kesehatan tambahan han ya dapat 

diseienggarak an Badan Penyelenggara bagi peserta yang 
telah ikut __ Pa_ket Perneliharaan Kesehatan Dasar. 

Pasa1 7 
PenyLJsunan isi paket pemeliha~aan kesehatan dasar harus 
1nempertimbangkan 

a. poJf\ penyakit dan kebutuhan pemelih.-:n-aan kesehatan baik 

secara nasional mau~un wilayah. 
b. pola peman-faat.:.m pelayanan • . 
c. po 1 a bi aya ra ta-ra ta pHme l ihat~aan ~;esehatan • 

. d. pcd a j eril s dan j um l ah sar.:ma dc3n ten aga kesehatan ~ 
kPmampu~n serta penyebarannya. 

Pa.sal 8 
Pelay cinan J.: esehat.:m dalcim paket pemeliharaan kesehatan 
das~r meliputi pelayanan : 
a • F: a 1--J at j a I an 
b • R ':i ~--J at i 11 a p 

c. Fenunj ang 

d. Gawat darurat 

Pasal 9 
Pelayanan rawat jalan dalam paket pemeliharaan kesehatan 
tJasar meliputi 
a. Pelayanan kesehatan pl?ncegahan. 
b. Penyuluhan keseliatan. 
c. Pemer·iJ~sa.;1n ker::ehatan ~ pengobatan dan tindakan medis. 
d. Pelayanan pemulihan kesehatan. 

Pel a .. ,.,~nan 

di 1 ak.t.1kan 

Pasal 10 
rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam 
oleh Pember i Pelayanan Keseha~an sesuai 

kebutuhan medis. 

Pasal 11 

pasal 8 

dengan 

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

harus melipu ~':. i 

a. Pemberian imunisasi dasar · sesuai ketentuan yang berlaku. 
b. Pemberian pelayanan Keluarga Berencana sesuai ketentuan 

yang ber 1 1ku. 
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c. Pelayanan kesehatan : ib~ dan anaH termasuk per~alinan 
. '· . I . . 
s~suai 'ketentuan ya9g berlaku. 

. . Pasal 12 
(1) Pelay~n~n ~ertolo+ga~ persalinan dalam rangka paket 

pemelliharaan kesehatan das~ r+ h~nya diberikan · sampai 
I I I 

8engan an~k ke dua~ 
I I I 

' I 
(2) Pe1- tol1erngan 

!::-elanjutnya 
tambahan. 

I : I 
' ' 

persalina~ b~gi 

. " masu~ dalam paket 

' ' 
Pasal 13 

I 
1 anak ke tiga dan 
pemeliharaan kesehatan 

( 1) Pelayanan · · r-ai~at · .111<:\._, dalam paket pemeliharaan kesehatan 
dasa r sebagaimaha dimaksud dalam pasal 8 harus 
dilakukan ~esuai ~~ngan kebutuhan medis. 

(2) Pelay anan rawat ihap sebagai~ana dimaksud dalam ayat 
(1) me liputi 5 (lima) hari rawat. 

Pasal 14 
( 1) •Pelayanan l~. esehataH penunj ang sebagaimana dimaksud 

daiam 
1 

pa!:?-al 8 berup_a 
1 
tindakan pemeriksaan guna 

menunfang pemeniks.ci.an 1-~ esehatan, pengobatan dan 
tindak

1
an medis. 
' ' 

(2) Pelayanan kesehatan penJnjang ' sebagaimana dimaksud 
I 

dalam ayat (1) da~at be~upa : 
a . Pelayan~n radio diagnostik dan atau ultrasonografi 
b. Pelayar~n peme~iksaan laboratoriu~ klinik 

Pasal 15 
Pelayanan kes~hatan dalam rangka pen~elenggaraan paket 
pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam 
~asal 8 harus dilaksanakan sesuai kebutuhan me~is dan 
ketentua n-ketentuan dalam sistem rujukan serta dilarang 
menghentikan pelayanan dan per-awatan tersebut kar-ena adanya 

I 

ala s an administr-ati f. 

Pasal 16 

P~layanan gawat daru~at s~bagaimana dimaksud dalam pasal 8 

dapat , dilaku ~ an cileh setiap pemberi ~ela~anah keseh~tan. 
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c. P~layanan kesehatan 1 ib~ dan .anak termasuk per~alinan 
'· . I 

( 1 ) 

( 2) 

s~suai ·ketentuan ya?g berlaku. 

, Pasal 12 
I I 

Pelay,an~n ~er~olo~gaM , persalinan dalam rangka paket 
pemeliharaan kesehatan das~r. hanya diberikan · sampai 

I : I 
~engan an~k ke du~. 

I 

I I 
1
Pet-tol1c•ngan 
selanjutnya 
,tambah'an. 

I I i I 

! 
persalinah b~gi ! ~na~ ke . ,, 

masu~ dala~ paket pemeliharaan 

Pasal 13 

tiga dan 
kesehatan 

( 1) Pelayanan ·· rai.,iat· i11C11- dalam paket pemeliharaan kesehatan 
dasar sebagaimaha dimaksud dalam pasal 8 harus 
dilakukan ~esuai ~~ngan kebutuhan medis. 

(2) Pelayanan rawat i~ap sebagai~ana dimaksud dalam ayat 
(1) m~liputi 5 (lima) hari rawat. 

Pasal 14 
(1) Pelayanan ~ esehataH penunjang sebagaimana dimaksud 

daiam 
1 

pa!;-C}l 8 berup.,a i tindakan pemeriksaan guna 
menunjang pemeniksaan ' kesehatan, pengobatan dan 

I 

tindak,an medis,. 

(2) Pelay~nan kesehataM pen~njang sebagaimana dimaksud 
I 

dalam ayat (1) da~at be~upa : 
a . Pelayan~n radio diagnostik dan atau ultrasonografi 
b. Pelayar~n peme~iksaan laboratoriu~ klinik 

Pasal 15 ' 
~elayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan paket 
pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam 
;"'asal 8 harL1s dilak~.anakan sesuai kebutuhan mei:fis dan 
ketentuan-~; etentuan dal~;m sistem rujukan serta dilarang 
menghen ti k ~n p~ l ayanan d<.=.n per-awatan ter-sebut karena ad an ya 
alas~11 arJrninistr·· Bti ·f. 

Pasal 16 

P~layanan gawat daru~at s~bagaimana dimaksud dalam pasal 8 
dapat dilaku~an 6leh setiap pemberi µela~anah kesehatan ~ 
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Pasal 17 

( 1) Pak et pe~el it)araan kesehatan ' tambahan di 1 ak sanaJ-:. 2 (' 

sesuai _ kese~akatan peserta dengan Badan Penyelenggara. 

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

dilakukan secara tertulis dan merupakan kelanjutan dari 

pe I ayanan kesehatan yahg tel ah dibet-ikan dal am paket 

peme l i ha1-aarJ.- k.eseliatan dasar. 

Pasal 18 

Jer·,j_s dan isi pelayanan dalam paket pemeliharaan kesehate1n 

tar• bah.?.n µe1pa t di se l enggarakan Bad an P~nyel engg.::u-a sesuai 

J.: PSPf«"lk .:~ t.:m dengc:m pe~.erta. 
I 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN FAKET PENELIHARAAN KESEHATAN 

Pasal 19 
( 1) Fer1velenggaraan pal~e t peme

1

l.iha1"'aan kesehatan harus 
! • I 

di 1 .?il·; sanak an al eh B
0

adan Pehyelenggara yang berbentuk 

bt71tlan huk.um. 

(2) Badan Penyelenggara sebagaimana . dimaksud dalam ayat (1) 

han.1s telah mem.i.liki izin , operasional sebagai 

pP.nye I enggara prqgn::m JPK~t. 

Pasal . 20 
, I 

Badar1 Penyelenggara harus m~mberikah informasi yang jelas 

mengenai isi pai, et pemeliharaan kesehatan sebelum 

kepesertaan dimulai J 

Pasal 21 
( .l) Badan Pen ye 1 enggar·a dal am mnnye lenggarakan paket 

pF?me 1 i h."'lr ·ae:m keseha tan da·s-ar - dapat mengadakan perubahan 

yc:1r1g mt::?llyf'ngkut JEmis maupun frekuensi pemanfaatan 

pelayanan ' kesehat<'ln dengan tetap mempertimbangkan 

kepe7tingr n pes~rta. 

( 2) Pe1-u9ahan sebagaim<1ria ~ irnaksud dai am aya t ( 1) hanyt:. 

clap.:\ l di 1 akuk i-'.'l sebe lum kepesertaan dirnu l ai a tau pad .:: 

i:=.aa H : se te 1 F.lh d.{ tar1datanganinya kon trak kepesertaaP 
I I 

. clengc:cn per-se tuj u~n peser- ta. 

C3:• Per·ub,""'lhiin jenis ' dan frekuensi peman f aa tan pe 1 a y an ar " 

kesehatan dalam paket · pemeliharaan kesehatan dasar 

har-us te1- 1 ebi h dahuJ u m,endapa tkan persetuj uan Di rek tLw 

Jendera l. 
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Pasal 22 

(1) Badan . Penyelenggara dapat melakukan penyesuaian biaya 
pen ye 1 e

0

hggaraan paket pemei ihar~an kesehatan dasar. 

(2) Penyesuaian pembiayaan sebagaimana dimaksud d~lam ayat 
(1) meliputi : 
a~ Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan 

kesehatan peserta. 
b. Pembayaran pada Pemberi Pelayanan Kesehatan. 

(3) Perubahan biaya penyelenggaraah paket 
kesehatan dasar harus ter-lebih dahulu 
persetujuan Direktur Jenderal. 

pemeliharaan 
mendapatkan 

Pasal 23 

(1) Penetapan besarnya beban biaya untuk pemeliharaan 
kesehatan peserta dalam penyelenggaraan program JPKM 
harus didasarkan pada biaya rata-rata · pemeliharaan· 
kesehatan bagi semua peser ta suatu Badan Penyelenggara. 

(2) Besarnya beban biaya untuk pemeliharaan kesehatan 
pese r-ta sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) hat-us 
mendapatkan persetujuan da r i Direktur Jenderal. 

' 
I Pasal 24 

(1) Pam baya ran dari Badan Penyelengg~ra kepada Pemberi 
Pel ay.:1nan 
kesehatan 

Kesehatan dala~ rangka pemberian 
sesuai dengan paket pemeliha~aan 

dilal·:ukan berdasar·kan sistem kApitasi. 

. . 

pelayanan 
kesehatan 

(2) Penye~uaian besarnya pembayarari kapitasi sebagaimana 
berdasat-kan dimaksud dalam ayat (1) harus dil~kukan 

karakteristik peserta. 

(3) Barlt=1n .Penyele,nggarc:\ hanya dapat mengadakan penyesuaian 
sebagaimana dimaksud · dala~ ayat . (2) setelah mendapat 
persetujuan Direktur JeAderal. 

I 1) 

Pa5al 25 
I ' I 

Badan Pen ·Jelengga ra tidak diperkenankan memungut 
I I I 

tarnbahan di 1 u ar , ke tetapan mengerlai be ban 
pt:>meJ ihat· B i.1n J\.esP.hi:I ti:\n peser- t~ 1_1ntu~: pelf=\ksanaan 
pe l ayanan 1 ke seha tan yang terma~.uk da lam 

I 

peme l .i haraan keseha tan dasat-. 

bi a ya 
bi a ya 
semua 
paket 
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(2) B3dan Penyelenggara h~nya dapat melaksanaka~ . perjanjian 

dengan peserta mengenai pembayaran tambahan bagi . jenis 
dan frekuehsi pemanfaatan ~elayanan k~sehatan yang 
tidak termasuk dalam p~ket p~meliharaan i kesehatan 

(:) Pembayaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
· hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 
Direktur Jen~eral. 

(1 >' 

(2) 

Pasal 26 
Bad an Penyelenggara tlalam melakukan · perjanjian dengan 

' Pemberi Pelayanan Kesehatan harus secara bersama 
menjamin I kelangsungan pemeliharaan kesehata11 bagi 

' Menjamin kelangsungan pemeliharaan kesehatan 
mana dimaks.ud dalam ayat (1) · cJilaksanakan 
menyediakan dana cadangan bersama. 

sebagai
dengan 

(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dihimpun dengan menahan pembiaya~n Badan Penyel~nggara 
kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang besarnya hanya 
d i perkenankan antara 15 sampai 45% dari seluruh 
pembayaran yang harus dilakukan. 

' 
(4) Pemar1faatan dana cadangan sebagaima~a dimaksud dalam 

ayat (3) dilakukah berdasafkan kes~pakat~n antara Badan 
Penyelenggara dengan Pember! Pelayanan Kesehatan dan 
dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian tertull~. 

(5) Ketetapan tentang dana cadangan . sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan 
seti?lah mendapal persetujuan Direktur- Jenderal. 

F'asal 27 
(1) Pemberi Pelayanan Kes~hafan dalam 

kesehatan har~s sesuai dengan 
kesehatan baik mengena~ jenis 
~elah ditetapkan ~a~ .~f~~pakatl 
kebutuhan me-d·i s pe~er~~k:: :_.· . , 

i ' 

memberikan p~layanan 

paket pemeliharaan 
maupun prosedur yang 
dengan memperlimbakan 

(2) Pemberi Pelayana~ _ Kes~hatan dalam rr~mberikan pel~yanan 

kesehatan sebagaimari~ ' · dimaksud dalam ayat ( 1) harus 
! . 

dilaks~nakan sesu~f dengan standar pelayanan medis. 
I I I . 

. I 



·• 

MENTEf't ~f41~~~TAftf 
"!l'Ulllk INDONHIA 

• 
- 9 -

Pasal 28 
(1) Badan Penyelenggara harus menyeienggarakan koordinasi 

pemanfaatan pemeliharaan ~esehatan yang digunakan oleh 
peserta yang menjadi anggota lebih da~i 1 (satu) 
Badan Penyelenggara program JPKM. 

(2) Koordinasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 
· (1) hanya dil~kukan terhadap p~nyelenggaraan 

pemel iharac1n kesehatan dasar. 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 29 

ayat 
paket 

Direktur Jenderal melakukan pembin~an dan pengawasan 
terhadap Badan Penyelenggara serta penyelenggaraan · paket 
pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan 
Hesehatan tambahan. 

Pasal 30 

Pembinaan · dan pengawasan terhadap Badan 
dilaJ·;ukan agar- : 

Penyelenggara 

e. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dapat berdayaguna 
I 
dan berhasilguba ; 

5. Dapat meningkatkan dErajat ke~ehatan peserta 
c. t:ampu memenuhi ke~1aj iban kel ancaran pemel iha_raan 

ki::s~hatan kepada peset- ta ; 
d. ~endoron? Femberi PFlayanari Kesehatan untuk meningkatkan 

~utu pelayanan k~sehat~h yang d~berikan. 
'· . 

Pasal 31 

Peml:Hnaar) dan penga11/asan terhadap Badan 
I I I 

mencakupJas~ek admini ~~rasi dan o. perasional ' I I I ' 

· pemeliha aan kesehataN. 1 

' I 
I ' 

Pasa1 32 
I ' 

Penyelenggara 
penyelenggaraan 

P~m~in~an 1 dan pengawa~an operasipna!'. 1pemeliharaan kesehatan 
sebr.lgr:timana dimaksud dalcim pasal ' 30 mencakup : 
a. ~~el;~ncar-an dan keNajaran pelaksanaan pe~eliharaan 

kPsehC\tan kepada peser·ta ; 
b. Peman ttauan ,mu tu pe l -='Yc•.nan kes'ehatan ; 
c. Kepu~san pese-rta u,:1,, i=·ember·i pelayanan kesehatan ; 
d. Kemampuan ~adan P~nyelerggar-a menyelenggarakan pgmeliha

raan kesel1~tan secara · ber~ayaguna dan berhasilguna serta 
dapat mem~nuhi kewaJiban jan~ka pendek maupun jangka 
panj a! ign y·e ;. 
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Pasal 33 
Direktur Jenderal dapat mengambil tindakan administratif 
berupa teguran lisan, pembatasan · kegiatan usaha, · sampai 
pencabutan izin operasional Badan Penyelenggara yang tidak 
menyelenggarakan paket pemelih~raan kesehatan dasar dan 
paket pemeliharaan kesehatan tambahan sesuar ketentuan yang 
bef-1 aku. 

BAE: VI 

P I ·D A N A 

Pasal 34 
Pelanggdran terhadap k~tentuan dalam peraturan ini dapat 
dikenakr1n sanksi ·: pfdana sesuai ketentL1an Pidana dalam 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 

I 

( 1 ) 

( 2) 

BAB VI I 

PERAL;. I HAN 
I 

1 
Pasai 35 . 1 

BadaJ! . Penyelenggar-a yang telah menyelenggarakan paket 
pemelih8raan kesehata~ baik yang dasar maupun tambahan 
ha~us 1 isesuaikan s~lambat~lambatnya ' 2 (dua) tahun 
dengan paket peme/1iharaan ~esehatan berdasarkan 

I I · 11 ketentu n ini. · 
I : . I 

Paket · pemeliharaan k~sehatan ! da~ar 1sebagaimana dimaksud 
I I I ' 

~alam 1 ayat (1) 'yanq isinya te.lah 
1 
;melj?bihi ket~ntuan 

dalam peraturan ini dapat terus; dilaksahakan. 

BAB VIII 

P E N U T U P 
I 

' Pasal :!.6 

Per-a tu ran 
ditetapk~n. 

l'lenter'i- mulai berlaku sejak tanggal 

Agar petiap orang mengetahuiny
0

a rnemerintahkan penempatan 
· Peraturan Menteri Ke~ehatan ini dal~m Berita Negara 

F:epub 1 i I~ l ndonesi a. 

Di te?tap~~_a11 .. di Jakarta 
: 6 Juli 1993 

'. 

• Sujudi 


